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QANUN ACEH 

NOMOR 11 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

PERLINDUNGAN ANAK  
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR  NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 

 

Menimbang   :   a.  bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang 
merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, 
oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk  
mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, 
mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang 
optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah 
agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 
jawab dan berakhlak mulia;    

b. bahwa Pemerintahan Aceh dan masyarakat Aceh merupakan 
bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga 
masa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanya 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya 
pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berakar 
pada adat-istiadat, sosial budaya sesuai dengan Syari’at Islam;  

c. bahwa amanat untuk memenuhi dan memajukan hak-hak anak 
yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh 
dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan secara 
sistimatis dan komprehensif dalam suatu kebijakan 
penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, 
terarah, terpadu dan berkelanjutan;   

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun 
Aceh tentang Perlindungan Anak.  

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1103); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 1974 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3039); 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
100), Tambahan Lembaran Negara Nomor  3495 ); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak 
Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 

10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3893); 

12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844);  

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 
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17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676); 

18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4720); 

19. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam 
rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan 
Kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796A); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4768); 

21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 
03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
Tahun 2007 Nomor 03); 

22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 
Nomor 10). 

 
 

                                                                                                                                                
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  

dan 
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum 
yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.  
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2. Pemerintahan Aceh  adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistim Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.  

3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah  
unsur penyelenggara pemerintah Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan 
perangkat daerah Aceh.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses 
demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil. 

6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau 
ayah dan/atau ibu angkat.  

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam 
kandungan. 

8. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak 
korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.  

9. Anak dalam situasi darurat  adalah anak yang menjadi pengungsi, termasuk 
pengungsi internal,  korban kerusuhan, korban bencana alam, dan situasi konflik 
bersenjata. 

10. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban 
tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan 
pelaksanaan putusan pengadilan. 

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau 
suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau  ibu dan anaknya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan 
derajat ketiga. 

12. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap 
anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua yang 
tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, 
maupun harta kekayaannya. 

13. Wali Pengawas adalah Baitul Mal untuk anak yang beragama Islam dan Balai 
Harta Peninggalan untuk anak yang beragama lain.   

14. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan 
untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan 
tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap 
anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan 
yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.  

15. Pengadilan adalah Mahkamah Syar’iyah untuk yang beragama Islam dan 
Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.  

16. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi 
kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau 
tidak mampu melakukan perbuatan hukum.  

17. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang 
berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.  
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18. Perdagangan Anak adalah  perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 
penyembunyian atau penerimaan  anak, dengan ancaman kekerasan, 
penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi 
rentan atau memberi/menawarkan dengan bujukan pembayaran atau 
memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang 
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. 

19. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan/atau 
memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak dan 
menghambat anak untuk memperoleh hak-hak dasarnya.  

20. Eskploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam 
kegiatan prostitusi, pelayanan seks, menjadikan anak sebagai subjek/objek 
kegiatan pornografi.  

21. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik 
langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, konflik, 
perdagangan, dan  eksploitasi anak.  

22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban 
ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya 
kekerasan terhadap korban. 

23. Pendamping adalah pekerja sosial dan/atau relawan baik perseorangan atau 
lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan terhadap korban. 

24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

25. Sistim rujukan adalah suatu bentuk mekanisme penanganan terpadu yang 
mengatur tentang jaringan penanganan kasus anak lintas institusi atau sektoral 
ke sumber informasi atau layanan lain yang dibutuhkan secara terarah dan 
gratis bagi anak yang membutuhkan perlindungan.  

26. Pusat Pelayanan Terpadu, untuk selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga 
independen yang berfungsi sebagai penyedia layanan terhadap korban 
kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama dalam bentuk 
perawatan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum. 

27. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang 
berwewenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan 
psikososial anak seperti kondisi sedia kala. 

28. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal 
ikhwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. 

29. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang pada instansi dalam lingkup Pemerintah Aceh, pemerintah 
kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak sesuai 
dengan yang diatur dalam qanun ini. 

30. Badan adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengasuhan anak 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


